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ABSTRAK 
 
PRAKTIK SAMBATAN MATERIAL DALAM MEMBUAT RUMAH 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
(Studi Kasus Di Desa Brabasan kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji) 
Oleh: Isnaini Novi Prihatin 
 
Sambatan material adalah warga saling menghutangkan barang material kepada 
warga lain dan barang material yang telah dihutangkan dapat diminta kembali saat orang 
yang menghutangkan akan melakukan sambatan juga. Pada saat pengembalian pun tidak 
ditentukan kapan waktu harus mengembalikan, hanya pada saat orang yang pernah 
memberikan hutang barang material juga akan melakukan sambatan, maka wajib 
dikembalikan barang material yang penah hutangkan. Kegiatan sambatan ini sampai 
sekarang pun masih berjalan Di Desa Brabasan, dengan adanya model hutang piutang 
seperti ini masyarakat desa tersebut merasa sangat terbantu karena jika memiliki modal 
yang sedikit untuk pembangunan rumah, mereka telah memiliki tabungan material yang 
pernah dititipkan atau dihutangkan kepada warga lain. 
  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Praktik Akad 
Sambatan Material pada acara nyambat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya 
Kabupaten Mesuji ? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap akad Sambatan 
Material Di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ? Tujuan 
penelitan ini adalah 1. untuk mengetahui bagaimana akad dalam melakukan sambatan dan 2. Pandangan 
Hukum Islam terhadap akad sambatan material yang dilakukan oleh warga Desa Brabasan Kec. Tanjung 
Raya Kab. Mesuji. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi 
penelitian di Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, penyajian dan analisis data dengan 
mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  
Penelitian menunjukkan bahwa dalam. akad hutang piutang dalam sambatan 
material di Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji bisa dikatakan mubah karena 
telah memenuhi rukun dan syarat akad serta berkenaan dengan pihak-pihak yang terlibat 
dalam transaksi hutang piutang, telah memenuhi syarat yaitu orang yang sudah mampu 
bertindak menurut hukum, dewasa dan berbuat atas kemauan sendiri. Tetapi, akad 
hutang piutang itu pun, bisa juga dikatakan haram karena ada beberapa pihak yang 
meminta adanya nilai tambah dalam pengembalian yang menjadikan akad tersebut 
rusak. Jika dilihat dari segi penggunaan akad, akad tersebut menggunakan segi tukar 
menukar hak dan termasuk dalam hal akad yang mengandung tabarru’ pada permulaan 
tetapi menjadi mu’awadah pada akhirnya, ketika si pemberi hutang meminta kembali 
barang yang di berikan kepada si penerima hutang. Dalam sambatan material yang 
menyebabkan Akad awal menjadi rusak (fasid), adanya nilai tambah yang diminta oleh 
pemberi hutang terhadap penerima hutang,termasuk kedalam unsur pembatalan akad 
secara sepihak, atau yang disebut dengan (urbun) 
 


 MOTTO 
 
 َللها َّنِا للها اوُقتَّا َو ْناَوْدُعْلاَو ِْثْ ِْلَا ىَلَع ُونَو اَع َت َلََو ىَوْق َت َو ِّبِْلا ىَلَع اْو ٌنَو اَع َت َو  ُدْيِدَش
 ّْباَقِعْلا 
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 
(Q.S. Al-Maidah:2)
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang 
dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah 
dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti 
beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari 
skripsi ini adalah “Praktik Sambatan Material Dalam Membuat Rumah 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Brabasan Kecamatan 
Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)’’ 
Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk 
diuraikan adalah sebagai berikut: 
1. Praktik  
Pengertian praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalahpelaksanaan secara nyata apa yg disebut dl teori: teorinya mudah.
1
 
2. Sambatan 
Kata sambatan berasal dari Kata dasar “sambat” yang artinya 
keluh/keluhan, sambatan merupaka suatu sistem gotong royong dengan 
                                                 
1
http://kamusbahasaindonesia.org/praktik/miripKamusBahasaIndonesia.org(diakses pada 
tanggal 12 Oktober 2017 pukul 10.00WIB) 
 
 
2 
 
 
 
cara membatu keluarga yang sedang membutuhkan atau sedang 
mengerjakan sesuatu, seperti membangun Rumah
2
 
 
3. Material 
Mencakup setiap zat yang dipentingkan keberadaannya, 
penempatan dalam ruang, dan sifat-sifat mekaniknya. Misalnya, bahan 
bangunan, bahan untuk membuat mesin dan peralatan, bahan perabot, 
bahan pengemas, bahan pengisi dalam berbagai bidang ( kosmetik, 
makanan, dan obat)
3
 
4. Membuat 
Menciptakan (menjadikan atau menghasilkan) mengerjakan.
4
 
5. Rumah 
Merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal 
selama jangka waktu tertentu., rumah dapat menjadi tempat tinggal 
manusia, maupun hewan namun untuk istilah tempat tinggal yang khusus 
bagi hewan adalah sangkar, sarang dan kaandang. Dalam arti yang luas 
rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural) melainkan juga tempat 
kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, yang 
dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. 
  
                                                 
2
http://kamusbahasajawa.org/sambatan/miripKamusBahasaIndonesia.org(diakses pada 
tanggal 12 Oktober 2017 pukul 12.00WIB) 
 
 
3
https://KBBIonline.com (diakses pada tanggal 12 oktober 2017 pukul 10.00WIB) 
  
4
Ibid (diakses pada tanggal 12 oktober 2017 pukul 10.00WIB) 
3 
 
 
 
6. Perspektif  
Menurut Leonardo da Vinci, perspektif adalah sesuatu yang alami 
yang menampilkan yang datar menjadi relative dan yang relative menjadi 
datar. Perspektif adalah suatu system matematikal untuk memproyeksikan 
bidang tidak dimensi ke dalam bidang dua dimensional, seperti kertas atau 
kanvas. Kata “perspektif5 berasal dari bahasa italia, “prospektif yang 
berarti“gambar pandangan 
7. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah syari’at yang berarti hukum-hukum yang 
berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang 
berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
6
Berdasarkan beberapa 
pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini dalah 
Praktik Sambatan Material Dalam Membuat Rumah Perspektif Hukum 
IslamStudi Kasus pada Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya 
Kabupaten Mesuji. Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud 
dengan judul ini adalah Praktik Sambatan Material Dalam Membuat 
Rumah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji) 
  
 
 
                                                 
5
https://www.scribd.com/doc/305987764/Pengertian-Perspektif(diakses pada tanggal 12 
oktober 2017 pukul 10.00WIB) 
6
Amnawaty, Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam, (Bandar Lapung: Universitas 
Lampung, 2008), h. 7 
4 
 
 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan memilih judul  ini yaitu: 
1. Secara objektif, Praktik Sambatan Material Dalam Perspektif Hukum 
Islam” guna menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam  
a. Judul diatas belom pernah ada yang mengkaji 
b. Banyak diterapkan Di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya 
Kabupaten Mesuji 
 
2. Secara subjektif, penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan 
dengan jurusan Muamalah fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 
a. Referensi yang dijadikan rujukan penulisan karya ilmiah ini tersedia 
di perpustakaan baik Fakultas maupun pusat. 
b. Data yang diperoleh mudah didapat karena lokasi yang dijadikan 
penelitian adalah domisili penulis.  
pengetahuan, dimana kajian tentang hutang piutang secara 
menurun atau bergantian merupakan kajian dalam bidang Muamalah 
yaitu dengan ditinjau dari Hukum Islamnya. 
 
C. Latar Belakang 
Prinsip pokok kehidupan Islam adalah tauhid Allah, yaitu 
suatukesadaran bahwa hidup manusia adalah amanat dari Allah. Istilahfiqh 
5 
 
 
 
muamalah.
7
Kata muamalat ( تلاماعملا ) yang kata tunggalnya muamalah    
ةلماعملاyang berakar pada kata لماع secara arti kata mengandung arti “saling 
berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti 
“hubungan antara orang dan orang”. Muamalah secara etimologi sama dan 
semakna dengan almufa’alah ( ةلعافملا ) yaitu saling berbuat. Kata ini, 
menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan 
seseeorang atau beberapa orang yang memenuhi kebutuhan masing-masing.
8
 
Ada banyak cara yang dilakukanseseorang untuk memberikan bantuan 
kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman 
atau hutang piutang, sedekah maupunzakat, dimana dalam pelaksanaanya 
telah di atur dalam hukum Islam. Secara istilah, menurut Hanafiyah, qard 
adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan kemudian anda 
tagih kembali
9
. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qard sebagai 
bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) 
dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang 
sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang 
yang diberi saja.
10
 Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 245 
sebagai berikut:  
                                                 
7
A. Zainudin-Muhammad, Al-Islam II Muamalah dan Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 
1998), h11. 
 
8
Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 
2010), h. 3. 
9
Muslich Wardi Ahmad,Fiqh Muamalah (Jakarta, Amzah, 2010), h.273 
10
Wahbah az-Zuhaili,al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, terj. Abdul Hayyie al Kattani 
(Jakarta:Gema Insani, 2011), V: 374 
6 
 
 
 
 اَضُي َف اًنَسَح اًض ْر َق َللها ُضِرْق ُي يِذَّلا اَذ ْنَم اَعْضَأ ُهَل ُهَفِع
 ِشَك اًف ْي َر ًة  َو ُللها  َي ْق ِب ُض  َو َي ْب ُس ُط  َو ِإ َل ْي ِه  ُت ْر َج ُع ْو َن  
Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-
lah kamu dikembalikan”.11(Q.S al-Baqarah ayat 245) 
 
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam 
sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam 
kesulitan. Maka bagi muslim lain yang kebetulan dalam keadaan 
kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan 
memberikan pinjaman semata-mata untuk menutup kesulitan 
tersebut.Hukum qard (hutang piutang) terkadang boleh, terkadang makruh, 
wajib bahkan bisa menjadi haram. Hukumnya wajib jika diberikan kepada 
orang yang membutuhkan, hukumnya haram jika meminjamkan untuk 
perbuatan maksiat atau makruh, dan hukumnya boleh jika dipinjamkan 
untuk menambahkan modal usaha.  
Syarat-syarat dalam transaksi hutang piutang, yaitu orang-orang yang 
berhutang (muqtarid) dan orang yang memberi utang (muqrid) adalah 
orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat 
kebajikan yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha 
Putra, 1996), h.31  
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tanpa paksaan. Objek utang piutang yaitu uang atau barang yang dinilai 
dengan uang, adalah jenis nilainya, milik sempurna dan dapat diserahkan 
pada waktu aqad. Sedangkan yang menyangkut tenggang waktu harus 
jelas dan uang yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan oleh muqtarid 
Kemudian dengan pengembalian qard, hutang harus dikembalikan dalam 
jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari muqtarid, tidak boleh 
berlebih karena kelebihan pengembalian itumenjadikan transaksi hutang 
piutang ini menjadi riba.
12
   
Akad dalam qard pada dasarnya adalah akad tolong menolong, 
bertujuan untuk tolong meringankan beban orang lain dan tidak 
diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.
13
Qard yang 
menghasilkan manfaat di haramkan, misalnya seseorang meminjam mobil 
asal peminjam mau mentraktirnya. Qard juga tidak boleh menjadi syarat 
akad lain seperti jual beli, misalnya seseorang meminjamkan sepeda motor 
asalkan peminjam mau berbelanja di tempatnya. Inilah yang menjadi titik 
kritik dilarangnya mengambil keuntungan di balik akad hutang piutang.
14
 
Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang melakukan praktek 
hutang piutang, seperti halnya di Desa Brabasan Kec Tanjung Raya Kab 
Mesuji adanya transaksi hutang piutang yang dikenal dengan istilah 
sambatan material (pembangunan rumah) yaitu hutang piutang dalam 
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 Amir Syarifudin, Garis- Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana , 2010), h. 224 
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Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwrul Qulub Fi Muallimati’allamati al-Ghuyub (Beirut: 
Daral-Fikr, tt), h. 274. 
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pembangunan rumah dan barang material yang dihutangkan dapat diminta 
kembali saat pembangunan rumah secara bergantian. Maksudnya 
bergantian adalah orang yang telah menghutangkan barang material 
kepada orang yang melakukan sambatan menarik kembali apa yang 
dihutangkannya suatu hari nanti bila orang tersebut mengadakan sambatan 
juga. Model sambatan yang di maksud adalah orang yang akan melakukan 
sambatan datang ke rumah kerabat, keluarga, dan tetangga yang datang ke 
tempat orang yang melakukan sambatan menanyakan yang diperlukan. 
Sambatan di Desa Brabasan sudah dilakukan secara turun temurun, 
pada mulanya sambatan yang dilakukan adalah seperti halnya orang 
membantu kerabat, tetangga dengan menyumbangkan makanan atau 
tenaga dalam pembangunan rumah tetapi lama kelamaan berubah dalam 
bentuk uang material karena kebutuhan yang terus bertambah dan harga 
material yang semakin meninggi sedangkan dalam pembangunan rumah 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  
Hutang tersebut menjadi hutang yang wajib untuk dikembalikan, jika 
orang tersebut juga akan melakukan sambatan atau pembangunan rumah. 
Tetapi jika hutang yang diberikan dalam bentuk uang, hitungan uang 
tersebut dinilai dengan harga per kantong semen. Sambatan model 
bergilir seperti ini, sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
masyarakat di desa tersebut karena cukup membantu masyarakat desa 
dalam pembangunan rumah. Terutama masyarakat yang kurang mampu 
karena ketika mereka membutuhkan barang-barang material, masyarakat 
9 
 
 
 
dapat saling membantu untuk memenuhinya. Barang material yang 
diberikan tersebut juga dapat diminta kembali. Jika seseorang yang sudah 
memberikan barang materialmelakukan sambatan juga, dapat juga istilah 
ini Sambatan Material ini disebut dengan menabung atau menitipkan 
material karena dapat diminta kembali pada saat akan melakukan 
sambatan juga.  
Kegiatan sambatan ini sampai sekarang pun masih berjalan di desa 
tersebut, dengan adanya model hutang piutang seperti ini masyarakat 
Desa Brabasan merasa sangat terbantu karena jika memiliki modal yang 
sedikit untuk pembangunan rumah, mereka telah memiliki tabungan 
material yang dulu penah dititipkan atau dihutangkan dan jika ternyata 
barangn material yang di butuhkan sudah memenuhi dapat diganti dengan 
uang sesuaidengan harga pasaran material saat ini adapun barang-barang 
yang dijadiakan praktik sambatan dalam membuat rumah semen 60 
kantong, pasir 1 mobil truk dan bata merah 5000 buah. Dalam 
pengembaliannya barang bebas asalkan nilai harus sama dengan system 
ukuran mauun jenisnya. Dalam prakteknya, transaksi hutang piutang pada 
acara sambatan adalah 
Si A berhutang ke B sebagai orang yang mengadakan sambatan 
dalam bentuk semen atau pasir maupun batu merah, tetapi hutang tersebut 
menjadiwajib yang harus dikembalikan karena apabila B akan melakukan 
sambatan maka A mempunyai kewajiban mengembalikan semen atau 
pasir maupun batumerah sesuai dengan jumlah yang pernah B berikan 
10 
 
 
 
kepada A. Sambatan bisa terjadi antar saudara atau tetangga misalnya 
Warga yangmemberikan sejumlah uang, dalam hitungannya sesuai 
dengan harga pasaranbarang material yang berlaku, misal semen yang 
digunakan semen tiga roda. Dan prakteknya A memberikan pinjaman 
semen 60 kantong kepada B yangakan melakukan pembangunan rumah. 
Pada saat A menghutangkan semen kepada B  harga semen Rp. 50.000,- 
per kantong, dan hutang itu wajib dikembalikan oleh B saat A melakukan 
pembangunan rumah. Pada saat A memberikan hutang semen, harga 
semen Rp. 50.000,- per kantong tetapi pada saat B akan mengembalikan 
semen yang pernah dihutangkan, harga semen sudah mengalami kenaikan 
menjadi Rp 75.000,-. Waktu B akan mengembalikan semen sebanyak 60 
kantong, A menolak dengan alasan bahwa semen yang dibutuhkan sudah 
cukup dan A meminta B mengembalikan dengan sejumlah uang. Tetapi, 
dengan hitungan harga pasaran semen yang berlaku saat ini dan meminta 
adanya tambahan uang sebanyak Rp. 5000,- per kantong semen. Jadi B 
harus mengembalikan uang kepada A sebanyak Rp. 75.000,- harga 
pasaran semen yang berlaku saat ini ditambah Rp. 5000,- uang tambahan 
yang diminta B. Jadi B harus mengembalikan uang sejumlah80.000.- per 
kantong semen, dari situ B merasa keberatan karena harus 
mengembalikan 60 kantong semen diganti dengan sejumlah uang yang 
ada tambahannya Rp. 5000.- per kantong,  
Sedangkan dalam kesepakatan awal yang harus dikembalikan sesuai 
dengan harga pasaran yang berlaku saat ini per kantong semen. Berpijak 
11 
 
 
 
dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah praktek hutang 
piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brabasan Kecamatan 
Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang sudah menjadi kebiasaan itu 
bertentangan dengan hukum Islam atau tidak? Dalam hal ini akan dikaji 
secara mendalam, yang akan dituangkan dalam penelitian skripsi berjudul 
“Praktik Sambatan Material Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 
Di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)” 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 
penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi 
pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah: 
1. Bagaimana Praktik Akad Sambatan Material pada acara nyambat di Desa 
Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap akad Sambatan Material Di 
Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui tentang praktek akad Sambatan Material yang 
dilakukan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 
Mesuji 
12 
 
 
 
b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Akad 
SambatanMaterial Di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya 
Kabupaten Mesuji. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan 
mampu memberikan pemahaman mengenai Praktik Sambatan 
Material Dalam Perspektif Hukum Islam yang dapat dijadikan 
pedoman dalam melakukan praktik sambatan dalam masyarakat 
dan untuk memberikan sumbangsih secara spesifik mengenai 
teori-teori yang berkenaan dengan Sambatan Material Dalam 
Perspektif Hukum Islam. Selain itu diharapkan dapat 
memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya 
civitas akademik Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah pada 
khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan 
harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga 
proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh 
hasil yang maksimal. 
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada 
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Alasannya dalam mengkaji samabatan material yang 
menjadi pembatalan akad secara sepihak (urbun), yang tergolong 
tidak umum dalam masyarakat, dengan konsep hukum Islam untuk 
melahirkan tinjauan hukum Islam. Dimana akan muncul suatu 
temuan yang terfokus pada sambatan material yang berakhir riba. 
Membutuhkan metode yang dimaksud. Penelitian ini termasuk 
penelitian Lapangan (field Research) yaitu suatu penelitian yang 
dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-
lembaga organisasi masyarakat (social)
15
, maupun lembaga 
pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 
dengan berkunjung langsung ke Desa Brabasan sebagai tempat yang 
dijadikan penelitian. 
Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 
kepustakaan (library Research) sebagai pendukung dalam 
melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang 
ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan 
diangkat untuk diteliti. 
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 Suryabrata Sumardi, metode penelitian, Cet. Ke II, ( Jakarta : PT Raja Grafindo 
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b. Sifat Penelitian 
Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara 
bertahap dan berlapis dengan cara analisis kualitatif berdasarkan 
teori hutang piutang yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode 
dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, 
gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai  
fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur 
yang ada dan fenomena tertentu.
16
 Dalam penelitian ini akan 
dideskripsikan tentang bagaimana praktik sambatan material dalam 
membuat rumah dalam perspektif Hukum Islam. 
 
 
G. Sumber Data 
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari 
utang piutang dan hukum riba. Oleh karena itu sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama.
17
Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 
adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu 
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masyarakat Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 
yang menerapkan sistem sambatan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya : lewat orang lain, atau lewat 
dokumen.
18
Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang 
membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak 
langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi 
mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. 
 
H. Populasi dan sampel  
a. Populasi  
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang 
akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 
media dan sebagainya. Jumlah masyarakat yang melakukan praktik 
hutang piutang dengan cara bergantian dan adanya tambahan uang jika 
salah satu pihak meminta material dalam membuat rumah di desa 
brabasan berjumlah 20 orang, maka populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 20 orang. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, (Bandung : 
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b. Sampel  
Bagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, 
penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode purpose sampling atau sampling yang poposive yaitu sampel 
yang terpilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. 
Peneiti akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil dari 
segala lapisan populasi. Adapun kriteria yang dijadikan barometer 
menentukan syarat secara poposive dalam penelitian ini adalah : 
1. Sambatan yang menggunakan bahan material batu bata dan semen. 
2. Pelaku sambatan yang sudah pernah menerima bahan atau material 
sambatan. 
3. Sambatan yang dialakukan di desa tersebut kurang lebih sudah 
berjalan selama 2 Tahun. 
 Sampel yang kurang dari 100 orang maka harus diambil keseluruhannya 
tetapi saya akan mengambil Dari populasi 20 orang, yang memenuhi 
kriteria di atas adalah sebanyak  9 Orang maka jumlah sempel dalam 
penelitian ini berjumlah 9 Orang. Adapun alsan pemilihan sampel 
berjumlah 9 orang sampel ini sudah mewakili dan dapat menjawab 
pertanyaan dari permasalahan dalam skripsi ini yang diteliti di Desa 
Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. 
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I. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa 
metode, yaitu : 
a. Observasi 
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 
atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
19
 Pengumpulan data 
dengan observasi langsung atau dengan pangamatan langsung yaitu 
dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 
pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
20
 Observasi yang 
dilakukan yaitu dengan mengamati praktik sambatan material dalam 
masyarakat. 
b. Interview 
Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 
penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 
alat yang dinamakan interview giude (panduan wawancara).
21
 
Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada 
pihak penjual dan pembeli dan masyarakat sekitar tempat kejadian yang 
mengetahui kejadian tersebut. 
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c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang 
digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, 
catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya.
22
 
 
J. Metode pengelolahan data  
Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah 
mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing) kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi 
apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah 
relevan dengan data penelitian dilapangan maupun studi literature yang 
berhubungan dengan objek penelitian. 
b. Sistemating, melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan 
yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan benturan sesuai dengan 
klasifikasi data yang diperoleh.
23
 
 
K. Metode Analisis Data 
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisi data 
dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa 
data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian 
penelitian, yaitu praktik  sambatan material dalam membuat rumah perspektif 
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hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis 
berdasarkan teori hutang piutang. Maksudnya adalah bahwa analisis ini untuk 
mengetahui hutang piutang dengan sistem bergantian. Tujuannya juga dapat 
dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi 
keilmuwan serta memberikan pemahaman mengenai praktik sambatan 
material daam perspektif hukum Islam.  
Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir 
induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang 
khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih 
umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat 
menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.
24
 
Hasil analisinya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam 
sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Akad Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Akad 
ََا َرلََ بَُطَََ بََ  يََأ َطََرَِفَاَ َشلاَِءىَََسََوٌَءاََأَََكََنَاَََرََ بًَطَِحَا َس َيَأَا َمَََم ََعَنََِو يَِمَا َنَََجَِنَاٍَبََأ َوَ
َِم َنََِ  ي َِبنَاَج 
Artinya: 
“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara 
maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”23 
Kata akad berasal dari bahasa arab al-„aqd yang secara etimologi berarti  
perikatan, perjanjian dan permufakatan.
24
 Secara etimologi fiqh, akad 
didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul 
(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari‟at yang 
berpengaruh pada objek perikatan”. Menurut hasbi ash-shiddieqy, yang 
mengutup definisi yang dikemukakan al-sanhury, akad ialah: perikatan ijab dan 
Kabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. 
Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul yang dibenarkan syara‟ yang 
menetapkan adanya akibat-akibat hokum pada objeknya.
25
 Secara umum akad 
dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut 
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pendapat ulama syafi‟iyah, malikiyah, hanabillah, yaitu: “segala sesuatu yang 
dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, 
pembebasan, atau sesuatu yang pembetukannya membutuhkan keinginan dua 
orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”.   
Sedangkan akad dalam maknanya yang khusus, didefinisikan oleh para 
ulama dengan beragam definisi yang hampir sama. Tercakup dalam pengertian 
berikut ini, yaitu: 
َِبََقَُ ب َوٍَلَََأ َوََمَاَََر بَُطََِإَََيَِباَََ يَُق َوَُمَََمََقََمَاَُهََمََعَاََلََوَى َجٍَوَََم َشََُر وٍَع  
Akad adalah transaksi yang ditandai dengan ijab 
26
 dan qabul
27
 atau 
mewakili keduanya yang dilaksanakan sesuai dengan syari‟at. 
2. Dasar Hukum Syar’i Akad 
Adapun dasar-dasar akad diantaranya: 
Firman Allah dalam Al-qur‟an surat Al-Maidah Ayat 1 yakni: 
َِدوُقُع لِابَاوُف  َوأَاوُنَمآََنيِذ لاَاَهُّ َيأََاي  َََۚر  يَغَ  مُك يَلَعَٰىَل   ت ُيَاَمَ  لَِّإَِماَع  َن  لْاَُةَمِيَبََ  مُكَلَ  ت لِحُأ
ٌَمُرُحَ مُت  َنأَوَِد ي صلاَي ل
ُِمُ  ََُۚدِيُريَاَمَُمُك َيَََو للاَ نِإ 
“hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.”28 (Q.S Al-Maidah:1)  
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Dalam kaidah fiqih dikemukakan yakni: 
Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, 
hasilnya berlaku sahnya yang diakadkan. Adapun keridlaan tersebut yakni 
keridlaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi 
barulah sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak.
29
 
  
3. Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun Akad 
Rukun akad yang utama adaah ijab dan qabul, syarat yang harus ada dalam 
rukun dapat menyangkut subjek dan objek suatu perjanjian.  
a) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya 
telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi 
perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar 
menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, dilakukan oleh 
orang yang cakap melakukan tindakan hukum. 
b) Ijab qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis 
berhubungan langsung apabila kedua belah pihak sama-sama hadir.
30
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b. Syarat Akad 
Syarat-syarat yang bersifat umum: Syarat yang wajib sempurna dalam 
berbagai akad 
1. Kedua orang yang melakukanakan cakap bertindak (ahli), maka akad 
orang tidak cakap (orang gila,orang yang berada dibawah pengampuan 
(mahjur) karena boros dan lainnya maka akadnya tidak sah 
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya 
3. Akad diijinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak 
melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang 
4. Akad dapat memberi faedah 
5. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut 
dibatalkan sebelum adanya qobul 
6. Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan 
berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijabyang demikian dianggap 
tidak sah. 
Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya 
wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga dengan idhofi 
(tambahan) yang harus ada  disamping syarat-syarat yang umum, seperti 
syarat adanya saksi dalam pernikahan.  
23 
 
Akad qardh termasuk kedalam akad tabarru‟ karena di dalamnya ada 
unsure kebaikan dan ketakwaan.
31
 Akad menurut tujuannya terbagi atas dua 
jenis yaitu: 
a. Akad Tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni 
semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah swt, 
sama sekali tidak ada unsure mencari “return” ataupun motif. Transaksi 
ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan 
komersil. 
b. Akad Tijari yaiu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan 
mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi 
semuanya. Akad in dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, 
karena itu bersifat komersil.
32
 
Pada hakikatnya tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai 
kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam 
islam meliputi kehidupan dunia dan akhirat dan untuk menjamin 
tercapainya kemaslahatan maka kaidah fiqih yang berlaaku adalah 
“apaabila hukum syara‟ dilaksanakan maka pastilah tercapai 
kemaslahatan”. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan akad terjadi 
suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kemudaratan 
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pihak lain, maka kaidah fiqih yang berlaku adalah sebagi berikut “segala 
apa yang dapat menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka 
hukumnya haram”. Umtuk mencapai kemaslahatan dan mencegah 
timbulnya kemudharatan, dalam fiqih dijumpai adanya hak khiyar. 
Maksud hak khiyar adalah hak yang memberikan opsi kepada para pihak 
untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang 
dapat merusak keridhaan. Hak khiyar berlaku pada akad yang bersifat 
belum pasti, sedangkan apabila terjadi pelanggaran setelah perikatan 
yang bersifat pasti (luzum) maka yang berlaku bukan lagi hak khiyar 
melainkan pemberian hak berupa tuntutan mendapatkan ganti rugi 
kepada para pihak yang merasa dirugikan.
33
 
 
4. Berakhirnya Akad 
Berakhirnya akad berbeda fasakh dan batalnya akad. Berakhirnya akad 
karena fasakh adalah rusak atau putusnya akad yang mengikat antara 
muta‟aqidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena 
adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Akat yang 
batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti 
akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya. Sedangkan 
berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antara kedua belah pihak yang 
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melakukan akad (mujib dan qabil) setelah terjadinya atau berlangsungnya akad 
secara sah 
Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: 
a.       Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, 
apabila akad tersebut memiliki proses waktu. Seperti pada akad ijarah yang 
telah habis masa kontraknya. 
b.      Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Misalnya pada akad 
tamlikiyyah yang bertujuan perpindahan hak kpemilikan dengan pola akad jual 
beli, maka akadnya berakhir ketika masing-masing pihak yang telah melakukan 
kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah menyerahkan barangnya dan 
pembeli memberikan staman/harga yang telah disepakati. 
c.       Barakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang 
berakad. Prinsip umum dalam fasakh ialah masing-masing pihak kembali 
kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah 
berlangsung akad. Berakhirnya akad karena fasakh ada kalanya bersifat 
muntanad (berlaku surut), ada kalanya bersifat mughtashar (tidak berlaku surat). 
Pada kasus pencabutan pemberian kuasa. Maka segala tasharrufnya yang telah 
dilakukan sebelum fasakh tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak berlaku 
surut tetapi berlaku semenjak fasakh.
34
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akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh, fasakh terjadi 
dengan sebab-sebab sebagai berikut:  
1. Di fasakh karena adanya hal-hal yang tidk dibenarkan syara‟. 
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat. 
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena   
merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. 
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adnya akad tidak dipnuhi oleh 
pihak-pihak bersangkutan. Misalnya khiyar pembayaran (khiyar naqd) .
35 
 
c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini 
para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir 
dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang 
bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, 
di antaranya adalah akad sewa menyewa, ar-rahn, al-kafalah, ays-
syirkah, al-wakalah, dan al-muzara‟ah. Akad juga akan berakhir dalam 
bai‟al-fudhuli (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung 
pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari 
pemilik modal.
36
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d. Mengenai Para fuqaha tidak sependapat menurut ulama mazdhab hanafi 
akad sewa-menyewa akan berakhir apabila salah satu meninggal, 
sedangkan menurut syafi‟I tidak dalam akad gadai juga kematian pihak 
pemegang gadai tidak mengakinatkan berakhirnya akad, tetapi 
dilanjutkan oleh ahli warisnya,guna mnjamin hak atas piutangnya. 
Berakhirnya akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad 
yang mawquf. Akad mauquf  akan berakhir jika yang berwenang wilaya 
al akad tidak mengizinkan. Demikian juga pada akad fuduli yaitu akad 
yang dilakukan oleh orang yang bertindak pada hak orang lain tanpa 
disuruh atau diminta melakukannya seketika berakhir jika tidak adanya 
izin dari yang berwenang.
37
 
5. Pembagian Akad  
Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat 
bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang terpenting 
adalah: 
1) Berdasarkan ketentuan syara‟ 
a. Akad Shahih 
Akad shahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah 
ditetapkan oleh syara‟. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad sahih adalah 
akad yang memenuhi ketentuan syari‟at pada asal sifatnya. 
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b. Akad tidak sahih  
Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsure dan 
syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum ataau 
tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang 
batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah 
membedakan antara fasid dan batal. 
Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak 
memenuhi rukun atau tidak ada barang yang akan diakadkan seperti akad 
yang dilakukan oleh salaah seorang yang bukan golongan ahli akad, 
seperti gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang 
memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara‟, seperti menjual 
barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekcokan. 
2) Berdasarkan penamaannya 
a. Akad yang telah dinamai syara‟, seperti jual beli, hibah, gadai, dan 
lain-lain 
b. Akad yang belum dinamai syara‟, tetapi disesuaikan dengan 
perkembangan zaman 
3) Berdasarkan maksud dan tujuan akad 
a. Kepemilikan, 
b. Menghilangkan kepemilikannya 
29 
 
c. Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada 
wakilnya  
d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas, seperti 
orang gila 
e. Penjagaan 
 
4) Berdasarkan zatnya 
a. Benda yang berwujud (al-„ain) 
b. Benda tidak berwujud (ghair al-„ain) 
 
6. Sifat-Sifat Akad 
Segala bentuk tasharuf (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki keadaan 
umum. 
1. Akad tanpa Syarat (Akad Munjiz) 
Akad Munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan 
dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini 
dihargai syara‟ sehingga menimbulkan dampak hukum 
2. Akad bersyarat (Akad Ghair Munjiz) 
30 
 
Akad Ghair Munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang dikaitkan dengan 
sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada pun tidak jadi, baik 
dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.
38
 
 
7. Terminasi Akad Melalui Urbun 
Boleh jadi suatu akad disertai semacam tindakan hukum para pihak yang 
memberikan kemungkinan kepada masing-masing pihak untuk pemutusan akad 
disertai semacam tindakan hukum para pihak dengan memikul suatu kerugian 
tertentu. Ini tercermin dalam pembayaran apa yang ada dalam hukum Islam 
dinamakan urbun (semacam uang panjar/cekeram). Dikalangan ahli-ahli hukum 
Islam modern, urbun merupakan suatu instusi yang diperdebatkan apakah sah 
atau bertentangan dalam hukum Islam. Jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam pra 
modern berpendapat bahwa urbun tidak sah dalam hukum Islam. Di lain pihak, 
Mazhab Hambali termasuk imam Ahmad (w.241/855) sendiri memandang 
urbun  sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Beberapa KUH Perdata di Negara-negara Islam didasarkan kepada 
hukum syariah juga menerima pandangan Hambali ini menganggap urbun 
sebagai sesuatu yang sah. Dalam kitab Undang-Undang hukum Muamalat Uni 
Emirat Arab Pasal 148 dan kitab Undang-undang Hukum Perdata Irak pasal 92 
ditegaskan.
39
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1. Pembayaran urbundianggap sebagai bukti bahwa akad telah final 
dimana tidak boleh ditarik kembali apabila ditentukan lain dalam 
persetujuan atau menurut adat kebiasaan. 
 
2. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah 
sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak 
menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah pihak 
yang menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah dengan 
sebesar jumlah yang sama. 
 
Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan urbun. Pertama, 
urbun yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad 
dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh satu pihak 
oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat 
kebiasaan yang menentukan lain. Kedua, urbun  juga dimaksudkan 
sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk 
memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang 
ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak 
sendiri dengan imbalan urbun.
40
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B. HUTANG PIUTANG (Qard) 
1. Pengertian Hutang Piutang (Qard) 
Al-Qardhu secara bahasa artinya adalah al-qath‟u (memotong). 
Dinamakan demikian karena member utang (muqtarib) memotong 
sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Adapun 
definisinya secara syara‟ adalah  memberikan harta kepada orang yang 
mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.
41
 
Adapun utang piutang secara terminologis adalah memberikan 
harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan 
gantinyadikemudian hari.
42
 Menurut Firdaus, al-qardh adalah pemberian 
harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam 
literature fikih, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu‟I atau 
akadsaling membantu dan bukan transaksi komersial.
43
  
Para ulama‟ berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian 
hutang piutang, diantaranya yaitu: 
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a. Menurut ulama‟ Hanafiyah, Qardh adalah harta yang 
diberikan sseorang dari harta mitsil (yang memiliki 
perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau 
dikrmbalikan. Atau dengan ungkapan yang lain Qaradh 
adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan 
harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian 
dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
44
 
b. Menurut mazhab maliki yang dikutip oleh Mohammad 
Muslehuddin dalam bukunya yang berjudul sistem 
perbankan dalam Islam, mendefinisikan “Qardh” sebagai 
pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberkan 
hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan 
bantuan (ariyah) atau pemberian (hibah), tetapi harus 
dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.
45
   
c. Sayyid sabiq memberikan definisi qardh, al-qardh adalah 
harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) 
kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian 
dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang 
diterimanya, ketik ia telah mampu membayarnya.
46
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َول َيك  ُتب  َب َي   َنُكم  ََكاِتٌبَبِال َعد  ِلََ ۚ يَاَأَي َُّهاَال ِذيَنَآَمُنواَِإَذاََتَداي َن ُتم  َِبَدي ٍنَِإَلَٰ ََأَجٍلَُمَسم ىَفَاك  تُُبوُهَ
َول َيت ِقَالل َوَرَب ُوََف َل َيك  ُتب  ََول ُيم  ِلِلَال ِذيََعَلي ِوَالْ َ قََُّ ۚ َوَلََّيَأ َب ََكاِتٌبََأن  ََيك  ُتَب ََكَماََعل َمُوَالل ُوََ ۚ 
ل َُىَوََ ۚ َوَلََّي َب َخس  َِمن ُوََشي ًئاَ
فَِإن  ََكاَنَال ِذيََعَلي ِوَالْ َ قُّ ََسِفيًهاَأَو  ََضعِيًفاَأَو  ََلَََّيس  َتِطيُعََأن  َيُُِ
َيُكونَا ََرُجَلي  ِ َف ََرُجٌلََفَِإن  َل َََ ۚ َواس  َتش  ِهُدوا ََشِهيَدي ِن َِمن  َرَِجاِلُكم  ََ ۚ ف َل ُيم  ِلل  ََولِيُُّو َبِال َعد  ِل َ
َوَلَّ َيَأ َبََ ۚ َوام رَأَتَاِن َمِ ن  َت َر َضو َن َِمَن َالشُّ َهَداِء ََأن  ََتِضل  َِإح  َداُهَُا َف َُتذَك َر َِإح  َداُهَُا َالْ  ُخ  َرٰى َ
ذَٰ ِلُكم  َأَق َسُطَِعن َدَالل ِوََ ۚ َأَجِلِوَََوَلَََّتس  َأُمواََأن  ََتك  تُُبوُهََصِغيرًاََأو  ََكِبيرًاَِإَلَََٰ ۚ الشُّ َهَداءَُ ِإَذاََماَُدُعواَ
ِإلَّ  ََأن  ََتُكوَن َِتَِارًَة ََحاِضرًَة َُتِديُرون ََها َب َي  َنُكم  َف ََلي َسََعَلي ُكم ََ ۚ َوأَق  َوُم َلِلش  َهاَدِة ََوأَد َنَٰ ََألَّ  َت َر تَابُوا َ
َوِإن  َت َف  َعُلوا َفَِإن ُوََ ۚ َُيَضار  ََكاِتٌبََوَلَََّشِهيٌد ََوَلَََّ ۚ َوَأش  ِهُدوا َِإَذا َت ََباي َع ُتم  ََ ۚ ُجَناٌحََألَّ  ََتك  تُُبوَىا َ
َوالل ُوَِبُكل ََشي  ٍءََعِليمٌََ ۚ َوي َُعل ُمُكُمَالل ُوََ ۚ َوات  ُقواَالل َوََ ۚ ُفُسوٌقَِبُكم َ
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) 
atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa 
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika 
kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."  (Q.S. Al-Baqarah: 282) 
 
Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang 
beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang 
piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang 
member piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu karena menulisnya 
adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditur tidak 
memintanya.
49
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Perintah melulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai 
anjuran, bukan kewajiban. Dengan demikian praktek para sahabat nabi ketika 
itu. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua rang yang 
bertransaksi , dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang dituliskannya 
diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai, atau keduanya tidak pandai, maka 
merekaa hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.
50
   
Selanjutnya para penulis diingatkan agar “janganlah enggan 
menuliskannya” sebagai tanda syukur, sebab “ Allah telah mengajarinya maka 
hendaklah ia menulis”. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas 
pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan 
untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan 
ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, tetapi ia menjadi wajib jika tidak 
ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama jika hak dikhawatirkan 
akan terabaikan., 
ََو  دُع لاَوَ  ِثِْ لَّاَىَلَعَُونَوَاَع َتََلََّوَىَو ق َتََوَ بِ لاَىَلَعَا و ٌنَوَاَع َتََوَاوُقت اََوَ  نا
  َباَقِع لاَُد يِدَشَللهاَ نِاَللها 
“Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam 
melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong menolong dalam dosa 
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dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah sangat keras 
hukumannya” (QS Al-Maidah: 2) 
 
Rasulullah saw bersabda: 
ََمَِمَا َنََُم َسَِلَِمََُ ي َقَِرََُضََُم َسَِلًَمََ قَا َرًََضََمَاََرَََ تَِ  يََِاََلََََّكََنَاََََكََصَاََدَََقٍَةَََمََرٍََة  
Artinya:  
“setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya 
dua kali maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali” (H.R. 
Ibnu Majah II/812no.2430) 
Utang piutang pada dasarnya hukumnya mubah (boleh), tetapi 
bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat 
membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan 
tolong menolong.
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Adapun hukum bagi oraang yang berhutang adalah boleh 
(mubah). Dengan demikian hokum utang pitang bagi orang yang 
member utang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat 
membutuhkan) dan bagi orang yang berhutang hukumnya adalah boleh 
(mubah) bahkaan haram apabila digunakan untuk maksiat.
52
 
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang 
a. Rukun Utang Piutang adalah: 
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1) Yang berpiutang dan yang berhutang 
2) Barang yang diihutangkan. Tiap-tiap barang yang dapat 
dihitung, boleh diutangkan. Begitu pula mengutangkan 
hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama. 
3) Lafaz (kalimat mengutangi), seperti “saya utangkan ini 
kepada engkau” jawab yang berhutang “saya mengaku 
berhutang kepada engkau”.53 
b. Adapun Syarat Utang Piutang adalah: 
1) Muqridh (kreditur) dan Muqtaridh (debitur) 
Syarat-syarat bagi kreditur dan debitur adalah berakal, atas 
kehendak sendiri, dan tidak mubazir, sehingga pinjaman 
tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan 
syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah baligh 
(dewasa, sudah cukup umur).
54
 
2) Adanya barang yang dipinjamkan 
Imam Syafi‟i, Maliki, dan Hambali sama-sama berpendapat 
bahwa barang yang dipinjamkan adalah sesuatu yang 
dihutangkan merupakan sesuatu yang sah dalam aqad qard  
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seperti barang yag ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan 
lain sebagainya.
55
 
3) Ijab dan Qabul  
Ijab dan Qabul merupakan syarat yang harus dilakukan oleh 
pihak-pihak yang melakukan akad qard. Kontrak ini tidak 
sah dilakukan kecuali dengan ijab dan qabul, sebab Al-Qardh 
merupakan kontrak pemberian milik kepada seseorang. 
Lafadz yang diggunakan adalah lafadz Al-Qardh dan Al-
Salaf, sebab syara‟ menyebut keduanya. 
Menurut Imam Syafi‟i, rukun aka dada tiga, yaitu: 
1) „Aqid yaitu muqrid dan muqtarib 
2) Ma‟qud „Alaih yaitu uang atau barang 
3) Sighat atau ijab dan qabul56 
 
4.  Etika dalam hutang piutang (Qard)  
Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi ekonomi dan 
membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satuya dengan minta tolong 
dipinjamkan uang (hutang), dan akan mengganti uang tersebut pada 
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jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tau peraturan tidak 
tertulis atau etika baik dalam hutang piutang di masyaraakat.
57
 
Adapun etika baik dalam hutang piutang sebagai berikut: 
c. Orang yang meminjam uang (hutang) 
Jujur jika ditanya untuk apa meminjam uang meminjam yang 
secukupnya yang sanggup di bayar di krmudian hari memberikan jangka 
waktu jatuh tempo kapan uang tersebut dikembalikan, dan sebaiknya 
membayar sebelum jatuh tempo sesuai kesepakatan sebelumnya 
memperkirakan waktu kabar beberapa hari sebelum jatuh waktu tempo 
dengan alas an yang jujur dan jelas, dan yang terakhir jangan lupa untuk 
berterima kasih (membayar dengan nilai lebih “jika mampu” sebagai rasa 
terima kasih). 
d. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil 
keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. 
Kaidah fiqih berbunyi: 
“Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Hal 
ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan 
penambahan. 
Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan 
manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan 
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ijma‟ para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau 
manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman 
kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah 
mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari 
kompensasi atau keuntungan. Dengan dasar itu, berarti pinjaman 
berbunga yang diterapkan oleh bank-bank maupun rentenir di masa 
sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya. sehingga bisa terkena ancaman keras baik di dunia maupun 
di akhirat dari Allah SWT 
e. Melunasi hutang dengan cara yang baik 
Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW: 
Dari Abu Hurairah R.A, ia berkata: “Nabi SAW mempunyai hutang 
kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang 
itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan 
kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, 
akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari 
untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, 
“Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah SWT 
membalas dengan setimpal”. Maka Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik 
kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. 
(HR. Bukhari, II/843, bab Husnul Qadha‟ no. 2263.) 
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Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya 
tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh 
kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang), melunasi hutang di 
rumah atau tempat tinggal pemberi hutang, dan semisalnya. 
f. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya 
Jika seseorang berhutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat 
zhalim dan dosa. Diantara tujuan buruk tersebut seperti: 
 a). Berhutang untuk menutupi hutang yang tidak terbayar 
 b). Berhutang untuk sekedar bersenang-senang 
 c). Berhutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika meminta 
tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi. 
  d). Berhutang dengan niat tidak akan melunasinya. 
g. Orang yang meminjamkan uang (piutang)  
Sebaiknya tidaak perlu bertanya kepada orang yang meminjam “untuk 
apa meminjam uang?”, bias jadi hal tersebut akan membuka aib atau 
kekurangan orang lain. Memberikan pinjaman dengan jumlah/nilai yang 
ikhlas dan jika anda tidak ikhlas sebaiknya tidak perlu meminjamkan. 
Karena uang tersebut bias saja kembali untuk jangka waktu yang sangat 
lama (agar merasa ikhlas anggap saja uang tersebut telah hilang dan anda 
tidak membutuhkannya lagi). Tidak menentukan jangka waktu tempo 
uang tersebut dikembalikan, biarkan orang yang meminjam yang 
menentukan jangka waktu tempo uang tersebut di kembalikan, biarkan 
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orang yang meminjam yang menentukan jatuh tempo kesanggupannya 
ssendiri untuk membayar. Tidak member tahu orang lain bahwa orang 
yang berhutang meminjam uang, hal ini justru membuka aib orang yang 
kesulitan tersebut biarkan menjadi rahasia. 
h. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah 
orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang 
memberikan pinjaman.  Karena hal ini termasuk bagian dari 
menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri 
atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah 
keadaan, dan merubah hutang, yang awalnya sebagai wujud 
kasih sayang, berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. 
 
i. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin. 
Menyadari, bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia 
kembalikan. 
j. Memberikan Penangguhan waktu kepada orang yang sedang 
kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. 
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5. Barang yang sah dijadikan hutang piutang (Qard) 
Adapun barang-barang yang sah untuk dijadikan hutang piutang 
diisyaratkan harus dapat diserah terimakan dan dapat dijadikan barang 
pesanan, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat 
dimanfaatkan menurut syara‟) dan karakteristiknya diketahui karena ia 
layak sebagai pesanan. Dalilnya, Nabi saw pernah meminjam unta yang 
masih muda. 
Imam Muslim mariwayatkan hadits dari Abu Rafi‟ ra bahwa 
Rasulullah saw pernah meminjami seekor unta muda kepada seseorang. 
Sebagai gantinya beliau menyerahkan seekor unta hasil zakat. Beliau 
memerintah Abu Rafi‟ untuk melunasi unta muda milik orang tersebut. 
Abu Rafi‟ ra, berkata “aku hanya mendapati unta pilihan yang telah 
berumur enam tahun.” Nabi berkata, berikanlah unta itu kepadanya 
karena orang terbaik adalah mereka yang memberikan pembayaran 
terbaik. 
Apabila dalam akad qardh mencantumkan syarat pemayaran yang 
melebihi pokok pinjaman (ziyadah), praktik tersebut mengandung riba. 
Hal itu sesuai dengan hadits, “setiap utang piutang yang mendatangkan 
suatu keuntungan itu merupakan riba”.  
Menurut pendapat shahih, barang yang tidah sah dalam akad 
pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak 
terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang 
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sejenis akan kesulitan. Dengan demikian, qardh boleh dilakukan 
terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan 
dibatasi karakteristik tertentu. 
Alasannya qardh boleh merupakan akad penyerahan hak milik 
yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena 
itu objek qardh tidak lain adalah sesuatu yang bias dimiliki dan dibatasi 
dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang 
yasng tidak dibatasi dengan sifat tertentu sepeti batu mulia dan lain 
sebagainya. 
Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah 
diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang 
tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena qard menuntut 
pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui 
tentu tidak akan melunasinya.  
 
6. Macam-macam hutang piutang (Qard) 
Hutang dalam hukum Islam terbagi menjadi dua bagian, hutang yng baik 
(qardh hasan) dan hutang berbunga (qardh ribawi)  
a) Hutang baik atau hutang halal 
Hutang piutang yang halal adalah transaksi hutang piutang yang 
halal adalah transaksi hutang dari pemberi hutang kepada orang 
yang hutang berdasarkan pada belas kasihan pada terhutang 
46 
 
(muqtaridh) agar supaya mengembalikannya dengan nilai yang 
sama tanpa ada lebih. 
b) Hutang ribawi atau hutang haram  
Yaitu harta yang diberikan pada orang yang hutang dengan syarat 
mengembalikannya dengan nilai lebih dari yang jumlah yang 
dihutang. 
 
7. Riba dalam hutang piutang (Qard) 
Riba dalam hutang piutang dapat digolongkan dalam riba nasi‟ah. 
Yang dimaksud dengan riba al qardh dapat dicontohkan dengan 
meminjamkan uang seratus ribu lalu disyaratkan mengambil keuntungan 
ketika pengembaliannya. Keuntuntungannya bias berupa materi maupun 
jasa, ini semua adalah riba dan pada hakikatnya bukan termasuk 
menghutangi. Karena pada dasarnya menghutangi dalam rangka tolong 
menolong dan berbuat baik, sebagaimana dikatakan oleh syaikh 
„Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di, jika bentuk hutang piutang yang 
dalamnya terdapat keuntungan, maka sama saja dengan menukar dirham 
dengan dirham atau rupiah dengan rupiah kemudian keuntungannya 
ditunda. 
Para ulama telah memberikan sebuah kaidah yang harus kita 
perhatikan berkenaan dengan hutang piutang. Kaidah yang dimaksud 
adalah: 
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ٍَضَ  ر َقَُّلُكَوُه َفًَةَعَف   نَمََرَجَِرًَاب  
 “setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka 
itu adalah riba”58 
Ibnu Qudamah membawakan sebuah fasal: 
ََُك َوَُّلَََ ق َرٍََضَََشََرَََطَََِف يَِوَََا َنََََيَِز يََدَُهََ فَ,ََهََوَََحََرََماََِب, َيَِدََِخََلََفَ  
  “Setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah 
haram. Hal ini tidak ada perselisihan diantara para ulama”59 
Lalu Ibnu Qudamah kemudian membawakan perkataan Ibnul Mundzir. 
Beliau mengatakan  
“para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan hutang 
masyarakat kepada orang yang berhutang agar memberikan tambahan, 
hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan 
tambahan tersebut adalah riba. 
 Bagitu pula kenapa mengambil keuntungan dalam utang piutang itu 
terlarang? Hal ini dikarenakan ada sebuah hadits, Rasulullah shallalahu 
„alaihi wa sallam bersabda, 
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ٌَع ي َبََوَُفَلَسَُلَِيَََلَّ 
“Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli (mencari 
keuntungan)”.  
(HR. Tirmidzi, Abu Daud dan An Nasaa‟I. At Tirmidzi mengatakan 
bahwa hadits ini shahih. Syahih Al Albani mengatakan hadits ini 
hasan)
60
 
Dalam lafazh lain dikatakan, 
ََع ي َبَوَِفَلَسَ  نَعَىَه َن 
“Nabi Shalalahu „alaihi wa sallam melarang adanya piutang dan jual 
beli bersamaan dalam satu akad”. (H.R Tirmidzi dan An Nasaa‟I. 
Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini hasan shahih) 
Kami sudah saling ridho 
Jika ada yang mengatakan, “kami diberi tambahan dalam pengembalian 
hutang sebagai yang kami syaratkan karena sudah sama-sama ridho 
(suka sama suka). Mengapa mesti dilarang? 
Ada dua sanggahan mengenai hal ini: 
Pertama, ini sebenarnya masih tetap dikatakan suatu kezholiman karena 
didalamnya terdapat pengambilan harta melalui jalur yang dibenarkan. 
Jika seseorang berhutang telaah masuk masa jatuh tempo pelunasaan dan 
                                                             
60
 Ibid,h.282 
 
 
49 
 
belum mampu melunasi hutangnya, maka seharusnya orang yang 
menghutangi memberikan tenggang waktu lagi tanpa harus ada 
tambahan karena adanya penundaan. Jika orang yang yang menghutangi 
mengambil tambahan tersebut melalui jalur yang dibenarkan. Jika orang 
yang berhutang tetap ridho menyerahkan tambahan tersebut, maka ridho 
mereka pasa sesuatu yang syari‟at ini tidak ridho tidak dibenarkan. Jadi, 
ridho dari orang yang berhutang tidaklah teranggap sama sekali.  
Kedua, pada hakikat senyatanya, hal ini bukanlah ridho, namun semi 
pemaksaan. Orang yang menghutangi (kreditor) sebenarnya takut jika 
orang yang berhutang tidak ikut dalam mu‟amalah riba semacam ini. Ini 
adalah ridho namun senyatanya bukan ridho. Jika seseorang 
meninggalkan berbagai bentuk muamalah riba dan menggantikannya 
dengan jual beli yang diridhoi oleh Allah, pasti dia akan mendapat ganti 
yang lebih baik. 
َِاََِمََكَلَُر   يَخََوُىَاَمَِِوبَُللهاََكَلَِدِبًَلَّاََلَجَوَ  زَعَِللهَاًئ يَشََعََدَتَ  نَلََك ن َنَُو  
”Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya 
Allah akan memberi ganti padamu dengan sesuatu yang baik”. (HR. 
Ahmad. Syaikh Syu‟aib Al Armauth mengatakan baahwa sanad hadits ini 
shahih).
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BAB III 
LAPORAN PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Desa Brabasan Kec Tanjung Raya 
1. Letak Geografis 
Desa Brabasan adalah Kampung Translok dari Kabupaten lampung 
utara Dan Lampung Tengah Dari Tahun 1982 yang merupakan Ex 
Transmigrasi lokal. Nama Kampung Brabasan merupakan pemberian dari 
Kepala Kampung Brabasan Yang Pertama yang telah disepakati dalam 
musyawarah Kampung  yang dihadiri  KUPT,aparat Kampung, BPK, 
Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda. 
Pada Tahun 1986 Terjadi Kesepakatan antara depertemen trasmigrasi 
untuk melaksanakan trans swakarsa mandiri (TSM) Adapun luas Brabasan 
adalah 1.853,75 Ha.
56
  
Batas wilayah sebagai berikut:
57
 
a. Sebelah Utara   : Desa Gedung Ram 
b. Sebelah Timur  : PT. Silva Inhutani Lampung 
c. Sebelah Selatan : Desa Mukti karya 
d. Sebelah Barat  : Desa Mekar sari 
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Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan):
58
 
a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan  :  4 Km  
b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten  :  0,5 Km 
c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi  :      233 Km 
d. Jarak ke Ibu Kota Negara  :         433 Km 
Tabel I 
Nama – Nama Kepala Desa Brabasan yang pernah menjabat 
No Periode Nama Kepala Desa Keterangan 
1    1982 s/d 1984 Samani Pjs 
2 1985 s/d 2002 Samani Divinitif 
3 2002 Ariifn NA Pjs  
4 2002 s/d 2007 Mugio Divinitif 
5  2008 Ariifn NA Pjs  
6 2008 s/d 2014 Purwito Divinitif 
7 Juni s/d Des 
2014   
Karsun Hadi 
Prayitno 
Pjs 
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8 2015  Fathan,S.Pd.I Plh 
9 2015s/dsekarang  Karsun Hadi 
Prayitno 
Divinitif 
  Sumber: Arsip Sekertaris Desa Brabasan 
Kelembagaan Desa 
Tabel II 
Pembagian wilayah 
 
NO NAMA DUSUN JUMLAH RT KETERANGAN 
1. Dusun I 5  
2. Dusun II 4  
3. Dusun III 2  
4. Dusun IV  5  
5. Dusun V  2  
6. Dusun VI  4  
7. Dusun VII  2  
Sumber: Arsip Sekertaris Desa Brabasan 
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Tabel III 
Lembaga Kemasyarakatan 
 
NO 
NAMA 
LEMBAGA 
JUMLAH 
ANGGOTA 
KETERANGAN 
1 BPD 5   Orang  
2 LPM 7   Orang  
3 Karang Taruna 15   Orang  
4 LINMAS 7 Orang  
Sumber: Arsip Sekertaris Desa Brabasan 
 
2. Data Kependudukan Masyarakat Desa Brabasan Dalam Tahun 2017 
a. Jumlah Penduduk Desa Brabasan  
Kecamatan Tanjung Raya memiliki jumlah penduduk 4853 
Jiwa. Dengan jumlah KK 1217 KK. Desa Brabasan berada di 
Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung 
secara asministratif membawahi 7 wilayah   Pemerintahan Dusun dan 
24 Rukun Tetangga. Sedangkan desa brabasan memiliki jumlah 
penduduk 3018 jiwa, terdiri dari 1523 orang laki-laki dan 1495 orang 
perempuan dan terdapat 906 kepala keluarga sedangkan jumlah KK 
RTM 255. Penduduk Desa Brabasan adalah penduduk asli Indonesia, 
namun tidak semua penduduk Desa Brabasan adalah penduduk asli 
54 
 
pribumi, tetapi, ada pula pendatang dari luar propinsi Lampung yang 
kemudian menetap di Desa Brabasan.
59
  
Tabel 1 
Data Jumlah Penduduk Desa Brabasan Kec Tanjung Raya 
Menurut Mata Pencaharian 
 
NO PEKERJAAN JUMLAH 
1 PNS/TNI/POLRI 111 
2 PENS.  PNS/TNI/POLRI 6 
3 GURU
 
34 
4 BIDAN/PERAWAT 7 
5 KARYAWAN SWASTA 247 
6 PEDAGANG 280 
7 PETANI 690 
8 TUKANG 39 
9 SOPIR 45 
10 BURUH 218 
     Sumber: Arsip Sekertaris Desa Brabasan 
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Tabel II 
Dafar Pekerjaan Masyarakat Desa Brabasan Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 
 
PERTANIAN PETERNAKAN LAINYA 
Karet Ayam Potong Konter HP 
Sawit Kambing  Toko Bangunan 
Singkong Sapi Klinik Bersalin 
 Lele PJTKI 
  Apotik 
  Bengkel 
kendaraan 
  Steam kendaraan 
  Toko Pertanian 
      Sumber: Arsip Sekertaris Desa Brabasan 
Tabel III 
Data Penduduk Desa Brabasan Kec Tanjung Raya Menurut Agama 
Tahun 2017 
Sebagian besar masyarakat Desa Brabasan Kec Tanjung Raya 
menganut agama Islam. Terdapat masjid 4 dan musholla 8 sebagai 
tempat beribadah umat Islam Desaa Brabasan Kec Tanjung Raya. 
 
56 
 
1.  Islam 2945 orang 
2.  Katolik 50 orang 
3.  Kristen 17 orang 
4.  Hindu 6 orang 
5. Budha 0       orang 
 Sumber: Arsip Sekertaris Desa Brabasan 
Tabel IV 
Data Penduduk Desa Brabasan kec Tanjung Raya 
 
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Brabasan Kec Tanjung Raya, 
mayoritas adalah lulusan SD/MI, namun ada pula yang tingkat 
pendidikannya lebih tinggi daripada SD/MI. Berdasarkan uraian 
dibawah ini: 
1. SD/ MI 693 Orang 
2. SLTP/ MTs 461    Orang 
3. SLTA/MA 366    Orang 
4. S2/S1/Diploma 152    Orang 
5. Putus Sekolah 3        Orang 
6. Buta Huruf 36     Orang 
  Sumber: Arsip Sekertaris Desa Brabasan 
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b. Visi dan Misi Desa Brabasan 
VISI 
Melayani Masyarakat Desa Brabasan Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya 
Desa Brabasan Yang Maju, Mandiri, Sehat Dan Sejahtera 
1. MAJU  :  
Masyarakat yang mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan 
Tekhnologi, agar setara dengan desa yang lainya dan tidak tertinggal 
dengan desa yang lainya.  
2. MANDIRI :  
Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan 
pada kekuatan dan kemampuan sendiri. 
3. SEHAT :  
Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin. 
4. SEJAHTERA :  
Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan)   
 
MISI 
1. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya 
pelayanan yang baik bagi masyarakat; 
2. Melaksanakan koordinasi antar Mitra Kerja; 
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3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Memanfaatkan Sumber 
Daya Alam untuk mencapai Kesejahteraan Masyarakat; 
4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan yang ada di Desa 
Brabasan; 
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat; 
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Brabasan dengan 
melibatkan secara langsung Masyarakat Desa Brabasan dalam 
berbagai bentuk kegiatan; 
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang Jujur, Baik, 
Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
B. Sistem Praktik Akad Sambatan Material Di Desa Brabasan Kecamatan 
Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 
Mulanya masyarakat Desa Brabasan melakukan sambatan material ini 
karena semakin banyaknya kebutuhan hidup dalam sehari-hari masyarakat 
desa brabasan tidak mempunyai uang simpanan yang banyak untuk digunakan 
pembangunan rumah mereka dan tidak ada alternatif lain. Dengan demikian 
masyarakat desa brabasan bersepakat utuk melakukan sambatan material 
dalam membuat rumah untuk meringankan beban para pihak yang ikut dalam 
program tersebut.  
 Sistem praktik sambatan yang dilakukan masyarakat Desa Brabasan 
adalah dalam bentuk bahan material untuk membangun rumah, dengan 
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pengembalian yang setara dengan harga dipasaran, apabila si pemberi bahan 
material meminta kembali barang yang telah disepakati dengan anggota yang 
turut serta mengikuti kegiatan sambatan tersebut. Dengan ketentuan harus siap 
kapan pun si pemberi bahan material, akan tetapi harus jauh-jauh hari 
berbicara kepada pihak terhutang atau yang diberikan bahan material.  
Berdasarkan penjelasan bapak Toni yang merupakan salah satu 
anggota dalam kelompok nyambat di Desa Brabasan, mengatakan bahwa 
dengan adanya praktik sambatan tersebut dapat memberikan kemudahan 
dalam memenuhi kebutuhan membangun rumah. Karena, menurut pak Toni, 
melakukan praktik sambatan ini kepada sesama masyarakat Desa Brabasan 
lebih mudah dari pada meminjam uang di bank yang prosesnya rumit dan 
lama untuk membeli bahan material, dan jangka waktu yang cukup lama 
untuk mengembalikan bahan material kepada si pemberi bahan material 
sehingga di penerima bahan material dapat menyiapkan bahan materialnya 
jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang diminta sesuai dengan harga 
pasaran, tujuan bapak Toni mengikuti kelompok tersebut untuk membangun 
rumah anak-anaknya kelak.
60
   
Menurut bapak Wanto selaku anggota, alasannya mengikuti kelompok 
nyambat tersebut adalah prosesnya yang cepat, mudah, serta dalam keadaan 
mendadak untuk meminta kembali bahan material tidaklah susah, dan sesuai 
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dengan barang yang sudah di berikan kepada penerima bahan material yang 
digunakan untuk membangun rumah, toko dan lain sebagainya, tujuan bapak 
Wanto mengikuti kelompok ini yakni untuk memperbaaiki dapur 
dirumahnya.
61
 
Menurut bapak Andri selaku anggota, alasannya mngikuti kelomppok 
nyambat di Desa Brabasan adalah bahan material yang digunakan nyambat 
tidak terlalu banyak sesuai dengan kemampuan para pihak yang terlibat 
didalam kelompok nyambat, sehingga para anggota tidaklah keberatan 
untukhal tersebut apabila secara mendadak diminta kembali, tujuan bapak 
Andri mengikuti kelompok ini untuk digunakan membangun toko untuk 
usahanya.
62
 
Menurut bapak Rifa’I selaku anggota, beralasan lebih memilih untuk 
ikut dalam kelompok nyambat karena menurutnya proses tidak membutuhkan 
waktu yang cukup lama dan bahan material yang tidaklah terlalu mahal 
(standart). Adapun tujuan bapak Rifa’I untuk digunakan membangun kos-
kosan, karena di desa tersebut banyak terdapat kantor-kantor dari kabupaten 
yang terletak di dekat rumahnya. Para aanggota mengikuti kelompok nyambat 
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tersebut untuk membantu dalam membangun rumah dan atas kemauan sendiri 
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
63
 
Menurut bapak Rohiman selaku anggota, merasa kabaeratan dengan 
adanya penambahan pada saat pengambilan barang yang telah diberikan oleh 
bapak wanto, meminta agar adanya tambahan 25% saat pak Wanto 
mengambil bahan material yang harus dikembalikan oleh pak Ahmad padahal 
pada kesepakatan awal tidak adanya kesepakatan pada saat pengembalian 
bahan material tersebut.
64
  
Menurut bapak Karno selaku anggota, ia juga merasa keberatan 
dengan adanya tambahan yang diminta oleh si pemberi utang bahan material, 
karena kebutuhan semakin hari semakin meningkat ditambah lagi dengan 
adanya tambahan yang diminta dari pihak pemberi hutang.
65
 
Mrnurut bapak Tumijo selaku anggota, juga merasa sangat-sangat 
terbebani apalagi ditambah sebesar 25% dari harga pasaran sedangkan 
kebutuhan rumah tangga semakin banyak kebutuhan pokok meningkat harga 
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semakin mahal biaya sekolah juga mahal apalagi menghadapi kelulusan 
anaknya.
66
 
Menurut bapak Kurni selaku anggota nyambat, ia tidak keberatan 
dengan adanya tambahan karena awal mulanya ia tidak mengetahui yang dia 
ketahui semua anggota juga diminta tambahan, tetapi lama-kelamaan ia 
mengetahui ia menjadi tidak setuju terhadap prilaku salah satu anggota 
nyambat.
67
 
Menurut bapak Jumaidi selaku anggota nyambat, dan yang meminta 
adanya tambahan terhadap pengembalian barang sebesar 25%, karena ia 
menginginkan keuntungan yang lebih dari pada hasil bahan material yang 
telah ia terima akan tetapi, tidak semua anggota nyambat diminta kelebihan 
atas bahan material yang diterimanya hanya beberapa orang saja yang ia minta 
tambahan tersebut.
68
  
Masyarakat Desa Brabasan belum mengetahui bahwasannya praktik 
yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Syari’at Islam, karena dari beberapa 
anggota tersebut ada yang meminta uang tambahan dalam mengembalikan 
bahan material yang telah disepakati. Namun masyarakat Desa Brabasan tetap 
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melakukan praktik sambaatan material ini dikarenakan sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat Desa Brabasan yang sulit untuk dihilangkan.  
 Adanya tambahan dalam pengembalian bahan material dari beberapa 
anggota nyambat yang terjadi di Desa Brabasan tidak transparan atau terbuka 
bagi semua anggota yang ikut dalam anggota nyambat sehinnga, anggota yang 
mengetahui adanya tambahan merasa keberatan dalam pengembalian bahan 
material yang dikembalikan dari masing-masing anggota. Meskipun ada yang 
tidak meminta tambahan dalam pengembalian bahan material tetapi 
menerapkan batas waktu namun, masyarakat lebih memilih untuk 
melaksanakan praktik sambatan bahan material. Mengenai hukum transaksi 
utang piutang dalam Islam sebagian masyarakat Desa Brabasan sudah tidak 
mengetahui bahwa adanya tambahan dalam utang piutang tidak diperbolehkan 
karena termasuk kedalam pemabatalan akad secara sepihak disebut urbun, 
dari anggota yang meminta tambahan tersebut pada acara nyambat di Desa 
Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.  
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BAB IV 
ANALISA DATA 
 
A. Praktik Akad Sambatan Material Pada Acara Nyambat Di Desa 
Brabasan Kec Tanjung Raya 
 
Adanya tambahan dalam pengembalian bahan material 
daribeberapa anggota nyambat dari beberapa anggota di Desa Brabasan 
kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tidak transparan atau terbuka  
terhadap anggota yang lain yang terlibat dalam sambatan sehingga, ada 
beberapa anggota yang mengetahui adanya tambahan dalam pengembalian 
bahan material yang dikembalian dari masing-masing anggota. Meskipun 
dari beberapa anggota tidak meminta untuk adanya tambahan dalam 
pengembalian bahan material tetapi ada yang menerapkan batas waktu 
kapan bahan material tersebut akan digunakan. Dengan demikian , dalam 
praktik sambatan material ada beberapa anggota yang telah membatalkan 
akad secara sepihak (urbun) dengan meminta tambahan dalam 
pengembalian bahan material.  
Praktik sambatan yang dialakukan oleh masyarakat Desa Brabasan 
adalah utang piutang dalam bentuk bahan material untuk membuat rumah. 
Pada masyarakat Desa Brabasan istilah adat sambatan sudah Tidak asing 
lagi karena selain sudah menjadi kebiasaan turun temurun, Adat sambatan 
masih berjalan sampai saat ini. Sambatan sudah menjadi tradisi yang 
dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan, dimana kehidupan yang masih 
sederhana, rasa kekeluargaan yang masih kuat serta rasa toleransi yang 
masih tinggi bagi masyarakat, adat sambatan sudah lumrah karena selain 
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Mempererat solidaritas adat sambatan juga merupakan sarana tolong 
menolong.  
Adat sambatan bermula dari warga yang meminta bantuan kepada 
tetangga atau kerabat dekat untuk memberikan bantuan dengan 
Menitipkan bahan bangunan yang diperlukan ketika membangun rumah. 
Dalam memberikan bahan bangunan ada sebagian warga yang meminta 
Jenis bahan bangunan apa yang harus di berikan dan ada juga sebagian 
warga yang tidak menentukan jenis bahan bangunan apa yang diberikan. 
Saat membangun rumah ketika ada bahan bangunan yang masih kurang 
warga yang membangun rumah mendatangi rumah tetangga atau kerabat 
dekat untuk meminta bantuan bahan bangunan yang diperlukan, warga 
yang membangun rumah tersebut memberitahu bahan bangunan apa saja 
yang dibutuhkan. Biasanya, warga menyebutkan bahan bangunan apa yang 
dibutuhkan kepada tetangga dekat atau kepada kerabat dekat saja. Untuk 
masyarakat lain biasanya menitipkan bahan bangunan dengan suka rela 
atau tanpa diminta karena memang sudah menjadi kebiasaan jika ada yang 
membangun rumah mereka menitipkan bahan bangunan. 
Titipan bahan bangunan dikembalikan lagi ketika yang menitipkan 
barang membangun rumah, dan jika yang menitipkan barang belum pernah 
membangun rumah maka bahan bangunan tersebut bisa menjadi tabungan 
ketika nanti membangun rumah. Dalam pengembalian ada sebagian 
masyarakat yang meminta untuk dilebihkan, kelebihan dalam 
pengembalian tidak ada kesepakatan terlebih dahulu saat menitipkan. Pada 
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awalnya yang menitipkan hanya menitipkan barang tersebut tanpa 
memberitahu jika saat mengembalikan harus dilebihkan, ketika yang 
menitipkan membangun rumah dan yang dititipi mengembalikan yang 
menitipkan memberitahu jika bahan bangunan yang diberikan harus 
dilebihkan, jumlah kelebihan tidak ditentukan oleh yang memberi titipan 
jadi terserah yang dititipi memberikan kelebihan berapapun. Tidak ada 
batas waktu saat pengembalian, sampai yang dititipi membangun rumah 
karena memang titipan tersebut dikembalikan saat yang menitipkan 
membangun rumah. Adanya kelebihan pengembalian hanya kepada 
tetangga saja, karena jika kepada kerabat dekat tidak diminta kelebihan, 
jadi kelebihan yang diberikan kerabat dekat dilakukan dengan suka rela, 
terserah kerabat tersebut ingin memberikan kelebihan atau tidak. Akan 
tetapi biasanya kerabat dekat memberikan kembalian dengan suka rela 
tanpa diminta. 
Saat ini, dimana kebutuhan hidup semakin meningkat dan semua 
barang-barang mahal, saat membangun rumah biaya yang dikeluarkan juga 
tidak sedikit dan tidak semua masyarakat mampu, karena memang 
mayoritas masyarakat Desa Brabasan hanya bekerja sebagai petani. 
Mungkin sebagian masyarakat tidak memerlukan bantuan karena sudah 
mampu, akan tetapi sebagian masyarakat lainnya membutuhkan bantuan. 
Sebagian masyarakat mungkin ada yang merasa keberatan karena 
perbandingan harga pemberian barang dengan harga barang saat 
dikembalikan terbilang cukup banyak.  
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Saat menitipkan barang, harga barang masih murah akan tetapi saat 
mengembalikan harga barang semakin mahal, di tambah lagi kelebihan 
yang harus di berikan. Akan tetapi sebagian besar warga juga merasa 
sudah terbantu dengan titipan tersebut maka pengembalian yang minta 
untuk dilebihkan tersebut tidak menjadi masalah. Praktik sambatan yang 
dilakukan masyarakat Desa Brabasan Kecamataan Tanjung Raya 
Kabupaten Mesuji berdasarkan pada hukum kebiasaan atau adat istiadat 
yang dimana kegiatan ini sudah berlangsung lama dan dianggap dapat 
mendatangkat manfaat bagi masyarakat setempat, utang piutang yang 
didasarkan pada suka sama suka atau ridha sesuai dengan perjanjian 
diawal.  
Adapun yang dimaksud dengan hukum kebiasaan atau adat istiadat 
merupakan hukum asli bangsa Indonesia dimana sumber hukumnya 
berasal dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang
 
tumbuh 
berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. 
Karena peraturan-peraturan hukum ini tidak tertulis dan tumbuh kemban, 
maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. 
Selain itudikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang 
yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 
persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar 
kerukunan.   
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Menurut masyarakat Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya 
Kabupaten Mesuji, adat sambatan bahan bangunan merupakan sebuah 
titipan. Akan tetapi, titipan tersebut suatu saat akan dikembalikan lagi 
ketika yang menitipkan membangun rumah. Titipan tersebut adalah sebuah 
hutang yang harus di ganti dengan barang yang sama dan juga saat 
mengembalikan barang, pemberi titipan meminta untuk melebihkan 
barang tersebut dalam segi jumlah. Akan tetapi, jumlah kelebihan tersebut 
tidak ditentukan, hanya saja saat mengembalikan harus ada kelebihan 
tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu saat akad. 
 
B. Tinjuan Hukum Islam Terhadap Akad Sambatan Rumah Di Desa 
Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 
Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual 
beli, sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam, kerja sama (mudharabah 
dan musyarakah), perwalian, dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan 
kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. 
Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 : 
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
 
Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus 
kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah 
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dijelaskan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti 
harta anak yatim, mahar dan lain sebagainya. Dalam ayat ini Allah 
mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, 
menggunakan, (dan aegala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain 
dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita 
boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan 
perdagangan dengan asas saling ridha, salling ikhlas. Dan dalam ayat ini 
Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri 
maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini sebagai 
wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada 
kita.  
QS. Al-Baqarah ayat 283 : 
Artinya:   
“Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah 
sebagai Tuhannya.” 
 
Dari ayat tersebut jelas bahwa dilarang memakan harta sesame 
dengan jalan yang batil, kecuali jika dengan suka sama suka diantara 
mereka. Dan ketika seseorang telah dipercaya untuk menjaga suatu barang 
milik orang lain, maka seharusnya ia menunaikan amanatnya. Titipan 
adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib 
mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Titipan ini juga 
bisa menjadi sebuah pertolongan bagi sebagian orang yang membutuhkan, 
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akan tetapi sebagian orang melakukan hal sebaliknya, untuk mendapatkan 
keuntungan dengan cara ini. 
Dalam adat sambatan bahan bangunan akad yang digunakan adalah 
akad qard (hutang) dimana seseorang memberikan bahan bangunan kepada 
orang yang membangun rumah, dan jika suatu hari yang memberikan 
bahan bangunan membangun rumah, maka bahan bangunan tersebut harus 
dikembalikan. Dalam muamalah, akad qard mengandung makna 
pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harafiah, qard 
berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara 
istilah, qard merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan 
adanya pengembalian semisalnya. 
Dalam adat sambatan bahan bangunan di Desa Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya  Kabupaten Mesuji, rukun dan syarat qard sudah 
terpenuhi dan tidak bertentangan. Untuk waktu dan tempat pengembalian 
qard, waktu pengembalian qard menurut jumhur ulama, selain Malikiyah 
mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja 
terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima 
pinjamannya, karena qard  merupakan akad yang tidak mengenal waktu. 
 Dalam adat sambatan bahan bangunan di Desa Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji waktu pengembalian bahan 
bangunan tidak ditentukan, karena bahan bangunan dikembalikan hanya 
jika yang memberikan bahan bangunan membangun rumah. Sedangkan 
untuk tempat ulama’ fiqih sepakat bahwa qard harus dibayar di tempat 
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terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya 
di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau 
memindahkannya, juga tidak ada halangan dijalan. Sebaliknya, jika 
terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqrid tidak perlu 
menyerahkannya. Dalam adat sambatan bahan bangunan di Desa Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tempat terjadinya akad 
biasanya di rumah yang menerima barang, dan saat pengembalian akadnya 
dirumah orang yang memberikan barang.  Islam memperbolehkan utang-
piutang dalam bermuamalah yaitu untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu 
tidak diperbolehkan utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun 
yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat. Adat sambatan 
bahan bangunan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 
Mesuji bertujuan untuk kebaikan, yaitu menolong yang membutuhkan, 
yaitu memberikan bantuan ketika seseorang membutuhkan bantuan saat 
membangun rumah. 
Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk 
mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan 
memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah 
satu sarana untuk memperolah penghasilan dan bukan salah satu metode 
untuk mengekploitasi orang lain. Oleh karena itu, di haramkan bagi 
pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika 
mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan 
untuk adanya tambahan, kemudian si penghutang 
72 
 
menerimanya maka itu adalah riba. Sebagaimana Firman Allah dalam 
surat Al-Baqarah ayat 275: 
  رلا َمَرَحَو َعْي َبْلا َللها َّلَحَاَو َباْو  
"Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba" 
Dalam Praktik adat sambatan bahan bangunan di Desa Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji saat mengembalikan bahan 
bangunan pihak yang memberikan barang meminta untuk dilebihkan. 
Kelebihan saat pengembalian tersebut tidak dijanjikan dalam akad, akan 
tetapi diminta saat barang akan dikembalikan. Jumlah kelebihan tidak 
ditentukan oleh pihak yang menitipkan, jadi terserah kepada yang 
menerima barang berapa jumlah yang akan diberikan saat mengembalikan. 
Pengembalian lebih ini didasarkan karena pemberian barang tersebut tidak 
ada batas waktu pengembalian, hanya saja harus dikembalikan saat yang 
menitipkan barang membangun rumah. Dan terkadang senggang waktu 
antara yang membangun rumah dengan orang yang diberikan barang bisa 
bertahun-tahun lamanya, jadi karena tenggang waktu 
yang lama pihak yang memberikan barang meminta kelebihan pada 
saat pengembalian yang dianggap sebagai bonus. Para ulama sepakat, jika 
pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si 
penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Dalam hal ini Nabi Saw 
bersabda: 
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  يِلَع ْنَعَو  َر ِض َي  هللها  َع ْن هو  َق َلا  َق : َلا  َر هس ْو هل  ِللها  َص َّل ِللها ى  َع َل ْي ِو  َو َس َّل َم  هك :  ل  َق ْر  ض 
 َج َّر  َم ْن َف َع  ة  َف هه َو  ِر  ب)ةماسأ بيأ نب ثرالحا هاور(.ا  
‚Dari Ali RA, ia berkata : ‚Rasulullah Saw bersabda: ‚Setiap pinjaman 
yang menarik keuntungan adalah riba.‛(HR. Harits bin Abu Usamah). 
Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadits di atas 
adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang 
disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah 
pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang 
yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian 
bukan Riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.  
Karena dalam praktik adat sambatan bahan bangunan di Desa Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ada tambahan saat 
pengembalian di minta oleh yang memberikan barang dan yang menerima 
barang menerimanya makan tambahan tersebut tidak diperbolehkan. 
Meskipun tambahan lebih tidak disebutkan saat akad tetapi, sudah 
menjadi tradisi jika mengembalikan barang harus dikembalikan lebih. 
Dalam hal ini menurut Mazhab Syafi’i penambahan pelunasan utang yang 
diperjanjikan oleh muqtarid (pihak yang berhutang), maka pihak yang 
mengutangi makruh menerimanya. Mazhab Malikiyah juga memaparkan 
bahwa utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan 
pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal 
utang piutang (al-Qard), penambahan pembayaran yang tidak 
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dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di 
masyarakat, hukumnya adalah haram.  
 
Dalam sebuah hadist dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari 
Bukhari: 
 َو َع ْن  َا ْبي  هب ْر َد َة  ْب ِن  ْبيَا هم ْو َس َق ,ى َلا  َق : ِد ْم هت  ْلا َم َد ْي ِن َة  َف َل هق ْي هت  َع ْب َد  ِللها  ْب َن  َس  ملا  َف َق َل 
 ِل:   ِا َّن َك  ِب َا ْر  ض  ِف ْي َه ا  رلا َب َف ا  شا َف , ِا َذ َك ا َنا  َل َك  َع َل َر ى هج  ل  َح  ق  َف . َا  ْى َد ِا ى َل ْي َك 
 ِْج َل  َت  ْب  َا ْو  ِْج َل  َق  ت  َف َلا َت  ْأ  هخ ْذ هه  َف ِا َّن هو   ا ِبر  
 
‚Dan dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata: aku pernah datang di 
madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin Salam, lalu ia berkata 
kepadaku, sesungguhnya engkau berada di tempat dimana riba telah 
merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seseorang 
kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau 
seberat syair atau seberat jagung, maka janganlah engkau mengambilnya 
karena itu adalah riba.  
(HR. Bukhari dalam kitab Shahihnya).‛ 
Hadist tersebut menjelaskan bahwa janganlah menerima pemberian 
dari orang yang telah meminjamkan sesuatu, karena itu termasuk riba. 
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan 
ada unsur riba baik dalam jual beli maupun dalam utang-piutang. 
pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi 
murni inisiatif orang yang berhutang. Itu juga bukan tambahan atas jumlah 
sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah barang yang 
dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas barang yang diutang. 
Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang, 
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seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar 
tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik. 
Disini penulis juga menganalisis hukum praktik adat sambatan 
bahan bangunan di desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 
Mesuji dari perspektif ‘Urf, dikarenakan sambatan bahan bangunan ini 
sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat sekitar ketika membangun 
rumah. Ditinjau dari kehujjahannya ’urf terbagi menjadi dua yaitu al-‘urf 
al-sahih adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu 
masyarakat dan tidak bententangan dengan syara’ sedangkan al-‘urf 
alfasid adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 
pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang 
Negara dan sopan santun. Adat sambatan bahan bangunan di Desa 
Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dari segi tolong 
menolong dan memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan 
termasuk dalam perspektif ‘urf kategori al-‘urf al-sahih dikarenakan tidak 
bertentangan dengan dalil syara' selain itu ada prinsip tolong-menolong 
didalam akadnya memudahkan orang yang membangun rumah, dan 
menguntungkan kedua belah pihak. Adat sambatan bahan bangunan di 
Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji juga tidak 
menghilangkan kemaslahatan mereka, dan juga tidak menimbulkan 
kemudharatan bagi mereka. 
Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari 
Ibnu Mas’ud : 
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 َف َم َرا هها  ْلا هم ْس ِل هم ْو َن  َح َس  ن َف ا هه َو  ِع ْن َد  ِللها  َح َس  ن  َو َم َرا هها  ْلا هم ْس ِل هم ْو َن  َس ْي  ئ َف ا هه َو  ِع ْن َد  ِللها 
 َس ْي  ء 
“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. 
Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”. (HR. 
Ahmad) 
Ungkapan Abdullah bin Mas’ud r.a diatas, baik dari segi redaksi 
maupun maksudnya, menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang 
berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum 
syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. 
Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik 
oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam 
kehidupan sehari-hari. Adat sambatan bahan bangunan di Desa Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji merupakan kebiasaan baik 
yang berlaku di masyarakat, karena bermanfaat dan sebagai sarana 
tolong-menolong untuk yang membutuhkan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, yang penulis lakukan di Desa Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, tentang pelaksanaan akad hutang 
piutang dalam sambatan material dengan sistem bergilir:  
1. Praktek Sambatan Material  
Praktik sambatan material yang dilakukan adalah untuk saling tolong 
menolong atau membantu ekonomi warga dalam pembangunan rumah dan 
membuat semua warga desa tersebut dapat menikmati rumah yang layak 
pakai. Sambatan material secara bergilir ini sudah dilaksanakan secara turun 
temurun dan sudah menjadi adat kebiasaan (‘urf) masyarakat setempat dalam 
pembangunan rumah. Warga yang akan melaksanakan sambatan datang 
kerumah warga lain untuk meminta hutangan barang material dalam 
pembangunan rumah. Ketika warga yang pernah memberi hutang material 
akan melaksanakan sambatan, warga yang diberi hutang material wajib 
mengembalikan material yang pernah diberikan. Dengan adanya sambatan 
material ini, warga merasa terbantu karena saling tolong menolong dalam 
pembangunan rumah, yaitu warga memberikan bantuan berupa barang 
material atau memiliki tabungan berupa barang material yang pernah 
diberikan kepada warga lain serta dapat diminta kembali suatu saat nanti, jika 
akan melakukan pembangunan rumah.  
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2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sambatan Material  
Menurut penulis, tradisi sambatan material yang dilakukan warga desa 
Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dapat termasuk 
kedalam akad yang mubah dan haram. Mubah karena Dalam pengembalian 
barang yang dihutangkan barang, barang diganti dengan barang lain yang 
nilainya sama, barang diganti dengan uang karena harga barang yang 
mengalami inflansi semua itu termasuk kedalam akad yang sah dan telah 
memenuhi rukun dan syarat akad, orang berakad atas kemauan sendiri, telah 
dewasa dan cakap hukum serta obyek barang adalah milik sendiri dan 
dilakukn suk sama suka/ridha namun, apabila barang ditambah dengan uang 
itu tidak diperbolehkan termasuk kedalam akad yang tidak sah, karena tidak 
ada kesepaktan pada awal akad perjanjian. Karena harga barang mengalami 
inflasi pada setiap pergantian periode maaka ada sebagian anggota nyambat 
yang meminta adanya tambahan  Sedangkan, jika dalam pengembaliannya 
meminta adanya nilai tambah yang menyebabkan akad tersebut rusak dalam 
hal ini masuk kedalam pembatalan akad secara sepihak karena tanpa 
sepengetahuan dari semua anggota yang mengikuti nyambat yang telah 
menyetujui terbentuknya akad, yang disebut dengan (urbun). 
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B. Saran-Saran  
Dengan melihat persoalan hutang piutang di Desa Brabasan Kecamatan 
Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran 
sebagai berikut:  
1) Perlu adanya pemahaman terhadap Hukum Islam kepada masyarakat 
khususnya Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Agar 
masyarakat dapat menerapkan sesuai dengan ajaran Hukum Islam. 
2) Sebaiknya hutang piutang material dalam pengembalian tidak adanya nilai 
tambah atau sesuai dengan barang pernah dihutangkan bukan sesuai dengan 
keinginan pemberi hutang.  
3) Seharusnya akad sambatan yang dilakukan dengan transparan (terbuka) 
terhadap semua anggota yang mengikuti kegiatan sambatan di Desa Brabasan 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. 
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